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Nomor ¢ 10 Tahun 1992 3 Seric ¢ B 3 Nomor : 1

K PERATURAN DAERAII KABUPATEN DAERAIN TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 6 TAIUN 1992

TENTANG ,

RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUDAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAII TINGKAT II MAGELANG

— Meniubang : d. bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Mente
R nab ri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tanggal

s — Wl 2 Oktober 1990 tentang Retribusi Terminal
I — , Anglcutan Penumpang menjadikan adanya bebera
| D o - pa Klausul dalam Peraturan Daerah Nomor 11

M o7 U Tahun 1979 tidak sesuai lagi, oleh karenanya
- 0O > , perlu ditinjou kembali. .

oy s < b. bahwa untuk keperluan tersebut dipandang per
g g lu mengadakan Peraturan Daerah yang baru.

$ A U.ndang—-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Fo
kok~pokok Pemerintahan di Daerah ,

2. Undang=undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peratur

an Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalan

Linglungan Propinsi Jawa Tengah ;

3, Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ten
tang Peraturan Umumn Retribusi Daerah ,

-4+ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang La

lu Lintas dan Angkutan Jalan Raya 5
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5 Kepu‘cuso" Menteri Dalam Negeri Novnor &2

Tahun 1990 tanggal 2 Oktober 1990 ten

tang Retribusi Terminal Angkutan Penum

pang ,

6. Surat Gulernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah 'mor 974/06052 tanggel 13
Pebruori 1991, Ferihal Peloksanaan Pe

ngadaan Kupon TPF Kendaraan Angkutan Pe

numparg Urum Bus dan Non Bus antar Kota; .

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting

hat “I Magelang Nomor 5 Tahun 1988 ten
tang lenyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II *‘agelang. '

MEMUTUSKAN

quetaplm.n PERATTMRAN DAERAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II MAGELANC TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

ANGKUTAN PENUMPANG.

M3I

“ I.STENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalar “Peraturan Daerah ini yo.ng dimaksud A .

dengan : : :

-a. Pemorintah Dasrah ialah Pemerintah Ka

‘- upaten vaerah Tingkat II Magelang.

b burati Kepalu Dnern.h {alah Bupati Kepa
la Vacroh Tingkat II Magelang.

‘¢, Devan Peryqkilan Rakyat Daerah ialah

— Devan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa

I "ten Daerah Tingkat II Magelang ;

1
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d. Dinas Pendapatan Dacrah ialah Dinas Pendapatan Dae
rah Kabupaten Dacrah Tingkat II Magelang :

e. Petugas Pemungut ialah Petugas Dinns Pendapatan Dae

rah Ka' npaten “Dacrah Tingkat II Magelung , 1

£. Penyidik Umum ialah Pejabat Polisi tertentu dalam Ja

jaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibe

ri vewenang khusus oleh Undang « undang untuk nclalu 1
kan penyidikan rerhadap Pelanggaran Tindak Pidana ; \

ge Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah Pejabat Pe ,uw' i
Negeri Sipil Tertentu dolam Lingkungan Pemerintah Da
erah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang

untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Per

aturan Dacrah yang memuat Ketentuan Pidana ,

h, Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalzn

hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang

untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan
Bukti itu

i. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum ialan setiap Kenda

raan Umum dengan Nomor Pilosi Plat dasar warna Iz
ning yang digunakan untuk angkutan penumpang baik

Bus maupun Non Bus dengan cara memungut sewa 3y "”

j. Bus Cepat ialah Kendaraan Angkutan Penumpang T.'-_.:_:
Bus yang sifat pelayanannya cepat dan tidak semua

tempat pemberhentian disinggahi ;
?

k., Bus Lambat ialah Kendaraan Angkutan penumpang Umu

Bus yang sifat pelayanannya lambat dan setiap tempat

pemberhentian wajib disinggahi :

1, Bus dalam Kota ialah Kendaraan Angkutan Punu...v

Umum Bus yang beroperasi/melayani trayek didalam Ko

tw 3j

m..Kendaraan Non Bus antar kota ialah Kendaraan Angkut

an penumpang umum selain bus yang melayani trayok

antar kota s

n, Kendaraan Non Bus dalem Kota ialah Kendaraan Angkut

an penumpang umum selain bus yang beroperasi / mela
yani trayek di dalam kota afau pedesaan j
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0. @minal ialah prasarana untuk kepentingan Angkutan

Jlan Raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan

€n berpangkalnya kendaruan bermotor angkutan penum

' Mg

p- TM ialah Kabtu tanda pewhavaran Retribusi Terminal

harus dibeli oleh awak kendaoraan angkutan penum

Phg umum, 3us dan Non Pus di terminal s

q. Atk kendaraan angkutan penumparg umun Bus dan Non
De ialah Pengemudi, Vendektur dan atau Pembantu pc

mudi dari kendaraan angkutan ' penumpang umum Dus

epat, Bus lambat, Bus dulam Kote, Non Bus antar Kc

£ meupun Non Bus delem Kota.

BAB IT

CBYEK PUNGUTAN

i Pasal 2

(1) Gyek pungutan retribusi terminal ialah setiap ken

deraan angkutan penumpang yeng masuk ke terminal s

(2) Sema kendaraan angkuten pemuapang wmm setiap kali

nsuk kedalam terminal diwajibken untuk membayar re

#ebusi terminal.

BAD' III

' TATA CARA PEMUKCUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Pemmgutan Retrihusi sebagnimana dimaksud Pasal 2

Pergturan Daerah ini dilalkukan oleh petugas pomu

nzut dengan cura menjual kupon TPR kepada awak ken

daraan angkutan renumpang umum yang masuk terminalj

2) Pemungutan dan penjualan Kupon TPR dilakukan di ter
minal olch Dinas Tendapatan Daerah,
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Pasal 4

Bandahara khusus penerima pembantu dan atau selaku petu

gas pemungut wajib membukukan dan menghimpun seluruh ha

sil penjualan kupon TPR dan penerimaan lain-lain, untuk

selanjutnya menyetorkan ke Bendahara Khusus Penorima se

lambat-lambatnya 2 x 24 jam.

BAB IV

BASARNYA PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Untuk uekall masuk terminal besarnya pungutan Retri
busi ditetapkan sebdgai berikut :

a. Kenc)iaraa’n Bus Cepat Rp. 600,00 (enan ratus rupi
ah ) ;

b. Ken«)laraan Bus lambat Rp. 300,00 (tiga ratus rupi
ah

c. Kendaraan Non Bus antar Kota Rp. 200,00 (duz ra
tus rupiah) s

d. Kendaraan Bus dalam Kota Rp. 150,00 (seratus li

ma puluh rupiah) ;

e. Kendaraon Non Bus dalam Kota Rp. 100,00 (seratus
- rupiah). :

1

(2) Pungutan Retribusi terminal dilakukan dengan mengsu

nakan kupon sebagai tanda bukti penbayaran yang di

keluarkan oleh Pemerintah Daerah ,

Pasal 6

(1) Dalam terminal tidak dibenarkan adanya pungutan la

in terhadap Kendaraan Anglutan penwapang umum kecua

1i pungutan Retribusi Terminal ,

(2) Dalam Kawasan torminal tidak dibenarkan adanya Pu
ngutan selain Retribusi terminal, kecuali pungutan

yang telah diatur dengan Peraturan Daerah.
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BA V

KETENTTAN PIDANA

Pacal '

(1) Setiop penyinmpangan dari ketentuan « ketentuan seba
gainana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6
Peraturan Daerah ini adalab Poitnggaran $

(2) Parang siapa wel~kukon pelanggaran terhadap ketentu
am yang diatur dalam Percturan Daerah ini diancan
dengan pidana kurungan selama=lomanya 3(tiga) bulan

“ dan atau denda setiapai-tingginya Rp. 50.000,00 (1i
a puluh ribu rupiah). i '

BAR VI

KET«NTUAN PENYIDIKAN

Pasal $

Selzin oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tin

da; pidena sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Dae

rai ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dilinglungan Pewerintah Naeruh yang pengangkatannya di

' tev.pkan sesuai dengan Pergturan Perundang — undangan
af berluku.

Pasal O

Dsl 1 meloksanckan tugas peuyidikan, para pejabat seba

guiana dimaksud Pusal 8 Poraturan Daerah ini,bervenans:

a. cnerima loporen atuu pengaduan dari seseorang ten

ang edanya tindak Pidann ,

b, 'alakukan Tindokan Pertama pode paat itu ditompat ke
adian dun welakukan nemeriksaan ,

e. nyuruh berhenti goorang tersangka dan memeriksa

~nda pengenal diri tersangka s

? ‘clakukan penyitaar benda den atou surat-surat s .

'«e engombil sidik jari dan menotret sescorang ;

M
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f. Memanggil seseorong untuk didengar dan diperiksa se

bagai lersangka atou sakei s

g« Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubung
annya dengan pemeriksaan perkara j

h. nmengadaken tindakan lain memurut hultum yang dapat di
pertanggung jawabkan s

i. Menchentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk da

ri penyidik umum bahwa tidak terdapat culkup bukti

atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak nila
na atau penyidikan dihentikan demi hukun ,

j. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan dan hasil pe

nyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada penyidik

Umum.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tancgal di
: undangkan ,

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peratur

an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II aselang !

ror 11 Tahun 1979 tanggal 1 Nopenbder 1979 dinyata

kan tidak berlaku lagi ,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintah-

kan pengundangan Peraturan Daerah. ini dengan penenpat-

annya daler Lembaran Daerah Kabuputen Daerah Tingkat II

lagelang

Kota Mungkid, 29 Juni 1992

D,P,R.D, BUPATI KEPALA DASRAIl TINCGKAT 11

KADUPATEN DATI TI MAGELANG MAGELANG

KETUA

t ¢t 4 ttd

H.RAMELAN MOHUAMAD SOLIMIN

Dipindai dengan CamScanner



w g

DISANHKAN

Dengan Keputusan Cubernur

Kepala Daerah Mingket I

Jawa Tengan

Tanggal 13 Agustus 1992, Nomor 188.2/3671/1992

An. SEKRETARIS WILAYAI'/DATRMI TII'GKAT I
. JAWA TINGAH

Kepalu Biro IHukumn .

ttd

SARLJITO, S

NIP. 500 034 373.

Diundangkon Dalam Lombaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 10 Tahun 1992, Tanggal 20 Agustus 1992

Serie B 3 Nomor 1

Sckretaris Wilayah/Taerah

ttd q

Drs, T CEL AD 1,

NIP, 500 031 722,
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAIl KABUPATEN DAERAN TINGKAT IT MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 1992

TENTADNG

RETRIBUST TERMINAL ANGKUTAY PENTMPANG

I. PENJELASAN UMM,

-

Sejalan dengan keberhasilan penbangunan di segi

la Bidang di tuntut adanya dukungan angkutan porun

pang yang lancar, tertib dan aman, sebagal perwujudan

kegiatan perckonomian yang dinamis.

Rerkaitan dengan hal tersebut guna melaksanckan Kepu

+usan Mentcri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 <en

tang Retribusi Angkutan Penumpang, perlu neninjau Ken

bali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1979 untu
lr diper

boharui karena sudah tidak sesuai lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusun

lah Peraturan Daerah ini.

II. FENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pusal 1 : Culkup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pacal 3 : Cukup jelas.

Pasul 4 : — Dendahara khusus peneriwe ialah Denda

hara Dinas Pendapatan yang khusus me

nerima pemasukan uang Jendapatan Dae

rah bai Pajak Dacrah, Retribusi Dae

rah moupun Pajak Dumi dan Sangunan.
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Pasal 4

Pasal 5

Pasal " 6

Pasal 7

Pasal

Pasal

Pasal 10

00

n JO "

- Bendahara kiwsus pyenerima pembantu ialoh
Petugas Dinas Pendapatan Daerah yang ber

tugas membLantu Pendahara khusus penerima

di terminel yaug khusus menerima penda

patan Dacirah yang ada dilingkungan termi

nal,

« Dalam hal ini bila mona diperlukan benda

hara khusus pencrima pembantu dapat ber

tindok sebasai petugas pemungut.

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Cukup jolas.
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